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SALINAN 

BUPATI KAMPAR 
PRO VINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KAMPAR 

NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALM LATIHAN KERJA 

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAMPAR, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Kiarifikasi Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, menegaskan bahwa 

pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat 

dibentuk unit Pelaksana Teknis Daerah 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

tertentu; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, pada Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja dibentuk Unit 

Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu; 



C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dirnaksud dalam huruf a clan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Kam par; 

Mengingat: : I Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pem bentu kan Daerah Otonom Kabu paten dalam 

lingkungan 1)aerah Propinsi Su matera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

3. Unclarig-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Petnben tukan Pe ratu ran Peru ndang- undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

N ornoi 82, Tarn bahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali teraichir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang--Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pe rn ben tukan Peratu ran Perundang- u ndangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 6801; 

4. Undang-Unciang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik indonesia Nomor 5994); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

seuagaimana telah diuhah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara R(,,publik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerin tab Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7 Peraturan Menteri Ketenagakeijaan Nomor 21 Tahun 

2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana 'I'eknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara 

hepu blik Indonesia Tah un 2015 Nomor 1 310); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk I-Iukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

I} un 2015 Nomor 157), 



9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Kiasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 451); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

26): 

1 1. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016) sebagairnana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupateri Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pem ben tu kan dan S us u nan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kampar (Le m baran Daerah Kabupaten 

Kampar Tahun 2020 Nomor 6); 

1 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Pungsi Serta Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten 

Kampar Tahun 2021 Nomor 90); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 

PELJAKSANA TEKNJS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA 

PADA DJNAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN KAMPAR 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati mi, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar. 



2, Penmrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Karn par. 

3. Bupati adalah Bupati Kampar. 

-I. Dinas Pet industrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan 

'I'en a ga Kerja Kabu paten Kampar. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 

7. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya di sebut BLK 

adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan 

ket-ja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan 

menguasai suatu jenis atau tingkat kompetensi kerja 

tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki 

pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai 

tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas 

kerjanya sehingga dapat meningkatkan 

kesej ahteraannya. 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang 

selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Kampar. 

9. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

teknis dan metodelogis serta diberikan tugas dan 

wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. 

10. Teriaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, 

wewenang dan tanggung jawab serta memiliki 

kompetensi untuk rnenyelenggarakan, mengelola dan 

mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi 

pelatihan kerja. 

11 Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk 

membe ri, memperoleh, meningkatkan serta 

men gem ban gkan kompetensikerj a, prod u ktivitas, 

disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan 

dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 

k u a1ifikas jabatan atau pekeijaan. 



1 2. Program Pelatihan Keija adalah keseluruhan isi 

pelatihan yang tersusun secara sistemalis dan memuat 

tent:ang kornpetensi kerja yang ingin dicapai, materi 

pelalihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, 

metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan 

tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan 

kel u lu san peserta pelatihan. 

13. Kepaa Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang 

selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit 

Pelaksanaan 'l'eknis Daerah Balai Latihan Kerja. 

14. Jabatan Pelaksanaan adalah sekelompok pegawai 

aparatur sipil riegara yang bertanggung jawab 

melaksanakan kegiatan pelayanan pu blik serta 

ad ministrasi pemerintahan dan pembangu nan. 

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterarnpilan terten 1:11. 

BAB 11 

PEMBENTUKAN DAN WIIJAYAH KERJA 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati mi dibentuk U PTD BLK 

u n tuk melaksan akan kegiatan teknis operasional pada 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. 

(2) UPTD BLI< sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkedudukan di Kecamatan Bangkinang Kota dengan 

wilayah keija seluruh Kabupaten Kampar. 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) U PTD BLI< merupakan pelaksana teknis operasional 

pacla Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di biclang 

Ketengakerjaari. 



(2) UPTD BLK sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin o1eh seorarig Kepala UPTD yang berkedudukan 

di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPTD BLK, terdiri dan: 

a. Kepala UPTD; 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 

C. kelompok Jabatan Fungsional; dan 

ci. kelompok Jabatan Pelaksana, terdiri dan 

1. pengadministrasi'.n; 

2. penyusun pembelajaran khusus dan pelatihan; 

3. pengelola keuangan; dan 

4. te1nisi. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BLK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 

lkratu ran Bupati mi. 

Pas'! 5 

(1) Kepala UPTD adalah jabatan pengawas (Eselon IV.a). 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan 

Fengawas (Eselon IVb). 

BAB IV 

TUGAS P01<0K DAN PUNGS! 

Bagian Kesatu 

Kepala UP'FD 

Pasal 6 

(1) Kepala UPTD BLK rnempunyai tugas pokok menyusun, 

merencanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelatihan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku agar pelatihan terlaksana dengan baik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala UPTD BLK 

memiliki fungsi 



a. perencanaan dan ', penyusunan program BLK 

berdasarkan peraturan. yang berlaku agar kinerja 

dan sasaran BLK tercapai; 

ft pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan ketentuan agar menghasilkan tenaga kerja 

yang handal dan berdaya saing; 

c. pengembangan program, sistem, metode, sarana dan 

prasarana perididikan dan pelatihan 

ketenagakerj aan berdasarkan peraturan 

ketenagakerjaan agar kinerja tercapai dengan baik; 

d. pelaksanaan uji coba standar kompetensi, uji 

kompetensi clan sertifikat setelah mendapat 

akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai 

dengan aturan untuk meningkatkan mutu BLK; 

e. pempublikasi program, fasilitas, jasa, ha.sil produksi 

dan basil penelitian berdasarkan peraturan yang 

berlaku untuk memperluas jangkauan BLK; 

1. pemberian layanan informasi, teknis dan 

admini strasi ketenagakerj aan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk menginformasikan 

seluru h kegiatan BLK kepada masyarakat; 

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi 

kegiatan teknis operasionaJ di bidang 

ketena ga keijaan sesuai dengan ketentuan 

ketenagakerjaan agar kinerja berjalan dengan baik; 

ii. pembuatan dan pelaporan basil pelaksanaan 

pekerjaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris 

Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sehagai pertanggu ngj awaban pekerj aan; dan 

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang dibenikan 

oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis. 



Bagian Kcdua 

Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha yang dalain melaksanakan tugas 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

U FYI` D BLK. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas 

merencanakan, menghimpu n, menyelenggarakan dan 

!iTlelaksanaka ii kegiatan pengaciministrasian dan 

pen ata U sahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan 

lan car. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagai 

Tata Usaha mempunyaai fungsi sebagai berikut: 

a. perencanaan administrasi surat menyurat, sarana 

prasarana, kepegawaian dan kauangan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

tugas; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan herdasarkan 

peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas; 

c. penghimpunan bahan/data untuk penyusunan 

laporan dan pertanggungjawaban kinerja sesuai 

ketentuan dan standard yang ditetapkan untuk 

kelancaran tugas; 

ci. penyelenggaraan urusan ketatausahaan keuangan, 

ad ministrasian kepegawaian, administrasi 

perlengkapan dan rumah tangga unit pelaksana 

teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran tugas; 

e penyelenggaraan perawatan, pemeliharaan dn 

pend istribu sian peralatan sesuai ketentuan dan 

standard yang ditetapkan untuk kelancaran tugas; 

f. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian 

dokunien sesuai standard yang ditetapkan untuk 

menghasilkan tertib administrasi yang baik; dan 



g. pem buatan dan pelaporan pelaksanaan tugas 

kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai 

pertanggungjawaban pekerjaan; 

Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

() Pada U PT!) BLI< dapat dibentuk Kelompok Jabatan 

i'u ngsional; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) rnerupakan jabatan fungsional yang dalam 

melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab 

kepada Kepala UPTD BLK yang mempunyai tugas dan 

fungsinya dengan ketentu an peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan Pelaksana 

Pasal 9 

(1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan bagian yang 

dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 

(2) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok 

m elaksanakan admin istrasi, pengelolaan dan pelayanan 

teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk 

men unjang proses kinerja di UPTD. 

Paragraf I 

Pengadministrasi Umurn 

Pasal 10 

(1) Pengadministrasi Urnurn mempunyai tugas pokok 

inengagendakan, mengarsipkan surat masuk dan surat 

keluar serta melak.sanakan pelayanan kesekretariatan 

menyangku t administrasi, menyiapkan kebutuhan rapat 

dan tugas lainnya sesuai instruksi pimpinan. 



(2) Dalam rn&aksanakan tugas pokok Pengadministrasi 

Urn urn mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. pengarsipan surat masuk dan surat keluar sesuai 

dengan prosedur untuk kelengkapan arsip; 

b. penyiapan kebutuhan rapat sesuai dengan prosedur 

yang berlaku agar rapat terselenggara deiigan baik; 

c. pelaksanaan kegiatan urusan kerumahtanggaan 

kantor meliputi kehersihan dan keindahan sesuai 

dengan prosedur agar lingkungan kan tor tertata 

dengan rapi; 

d. pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan 

pek kerj aan kepada Kepala S ubbagian Tata U saha 

sesuai dengan prosecur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pertan ggu ngjawaban pekerj aan; dan 

( pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis. 

Paragraf 2 

PenyusLl n Pembelajaran Ku rsus dan Pelatihan 

Pasal 1 1 

(1) Peny u sun Pembelaj aran Kursu s dan Pelatihan 

rnempunyai tugas pokok merencanakan, rnengkordinir 

dan rnempersiapkaii pelaksanaan se!uruh kegiatan 

pe mbelajaran ku rsu s dan pelatihan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar terlaksana. dengan baik 

Legiatan pelatihan clan kursus. 

(2) Dalain rne!aksanakan tugas pokok Penyusun 

Pernbelajaran Kursus dan Pelatihan mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. menyusun fasilitas dan pemberian bimbingan teknis 

penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, 

kelernbagaan, dan kemitraan kursus dari pelatihan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kegiatan 

berjalan dengan baik; 



ft rnenyusuri Pelaksanaari pelatihan produksi dan uji 

keterampilan ses U ai dengan ketentuan 

ketenagakerjaan agar menghasilkan tenaga keija 

yang handal dan mandiri; 

c. menyusun Pengevri.luasian perierapan norma, 

standar, prosedur, kriteria pembelajaran, peserta 

didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan 

kemitraan kursus dan pelatihan sesuai dengan 

ketentuan untuk menjadi pedoman kerja tahun 

berikutnya; 

(L menyusun Pmbuatan dan pehipovan basil 

pelaksanan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan 

e. pela.ksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis. 

Paragraf 3 

Pen gelola Keu angan 

Pasal 12 

M) Pen gelola Keuangan mempunyai tugas pokok 

meneri ma, meny i mpan, membay arkan dan 

mempertanggu ngjawabkan uang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi 

keuangan. 

(2) Dalam nielaksanakan tugas pokok Pengelola Keuangan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. men, bantu Pemprosesan pengajuan Uang Persediaan 

(UP)/Ganti Uang Persediaan (TU)/ Langsung (LS) 

sesuai petunjuk teknis agar dana UP/ GU/ TU/ LS 

terealisasi; 

h.	 memban tu Pelaksan aan pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undan gan yang berlaku untuk tertib 

administrasi keuangan; 



c. membantu Penatausahaan UP! GUI TU/ LS melalui 

pencatatan di BKU (Buku Kas Umu.m) mupun buku 

pajak, buku pembantu Bank, Buku Pembantu Kas 

Tunai dan mencetak buku-buku tersebut setiap 

b u lan iiya u ntuk pertanggu ngjawaban atas belanja; 

ci. pen yarn palan LRJ (Laporan Pertanggungjawaban) 

pengeluaran kepada PA melaiui P1<1< dan Kepala 

Perangkat Daerah yang membidangi Kauangan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan 

lceuangan berjalan tertib; 

e. pembuatan dan pelaporan hasH pelaksanaan 

pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sehagai 

pertanggungjawaban pekerjaan; dan 

pelaksanaan tugas kedinasari lain yang diberikan 

oleh atasan haiR secara lisan maupun tertulis. 

Paragraf 4 

Teknisi 

Pasal 13 

(1) Teknisi mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan 

pengelolaan teknis Peralatan dan aset UPTD BLK 

dengan cara memperbaiki atau Menggand suku cadang 

yang rusak agar sistem dapat berjalan lancar; 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok Teknisi mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan 

asset UPTD BLK berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk diadakan pemeriksaan; 

ft memeriksa kerusakan asset UPTD BLK berdasarkan 

laporanuntu k perbaikan; 

c. memperbaiki asset UPTD BLK yang rusak atau 

usang berdasarkan hasH pemeriksaan untuk 

diadakan penggantian su Ru cadan gatau perbaikan; 



ci merawat secara khusus suatu asset UPTD BLK yang 

masa nenggunaannya telah melampaui batas waktu 

tei't:(-ntu agar tidak cepat iusak; 

• 

 

1eIaf)or1.11 kegiatan perbaikan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungiawaban; dan 

1. ineIaksanakn tugas kedinasan lain yang 

ciipenntahkan p m pinan balk secara tertulis maupun 

Iisari. 

BABV 

TATA KERJA 

Pasal 14 

(I) L)aiam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BUM, 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan 

Fungsional, Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPTD 

BLK wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan 

membina kornunikasi vertical maupun horizontal serta 

membina kordinasi dan kerjasarna dengan Perangkat 

Dacrah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan 

prin sip parti sipasi, tran sparansi dan akuntabilitas. 

(2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD BLK wajib 

melakukan pen gawasan melekat sesuai dengan 

keten tu an peratu ran pei-und ang- undangan yang 

berlaku. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

Kepala UPTD BLK, Kelompok Jabatan Fungsional, 

Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan 

oleh 13upati sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang beriaku. 



BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

(1) Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, UPTD 

yang ada saat mi tetap melaksanakan tugasnya sampai 

dengan ditetapkannya pejabat pada UPTD BLK yang 

terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati mi. 

(2) UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan 

Peraturan Bupati mi paling lama 1 (satu) tahun sejak 

Peraturan Bupati mi ditetapkan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar. 

Ditetapkan di Bangkinang 
pada tanggal 27 Maret 2023 
Pj. BUPATI KAMPAR, 

ttd 

KAMSOL 

Diundangkan di Bangkinang 
pada tanggal 27 Maret 2023 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAMPAR, 

ttd 

AZ WAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 11 

sesuai dengan aslinya 
B f IAN HUKUM 

AIgUMAN SH 
-.2Penbina Tk. I 

Nip. 19671021 200012 1001 
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